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P U T U S A N

Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kotamobagu  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  dalam tingkat  pertama,  dalam sidang  Majelis  Hakim,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai tugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU

TIMUR, , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxx,  tempat  kediaman  di  xxxxxx  xxxxxx  xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx  xxxxxxxxx, xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxx, xxxx

xxxxxxxxxx, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal

04 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kotamobagu dengan Nomor : 251/Pdt.G/2023/PA.Ktg, tanggal 04 September

2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan

Tondano,Kabupaten Minahasa,Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/02/II/2011, tertanggal 04
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Februari 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di kos-kosan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama kemudian

pindah ke rumah  orang tua Penggugat  dan sudah di karuniai 1 anak

yang bernama Balqis Munifah Putri Abubakar usia 9 tahun;

3. Bahwa sejak Juni 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak  harmonis  disebabkan  karena  Tergugat jarang

berada di rumah karena sering berkumpul dengan teman-teman

Tergugat,  Tergugat  sudah  tidak  memberikan perhatian  kepada

Penggugat, Tergugat sering  pulang  kerumah  orang  tuanya  ketika

bertengkar  dengan  Penggugat,  Tergugat sering  meminta  cerai  ketika

Penggugat sedang hamil 

4. Bahwa,  puncaknya  pada  bulan  Februari  tahun  2014  karena

persoalan tersebut diatas sehingga menyebabkan Tergugat sudah tinggal

bersama orang tuanya, dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama

dengan Penggugat

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan

biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000

dan kesehatan Rp.  500.000  sampai  dengan  dewasa/mandiri  yang

ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.500.000

(dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar

Tergugat  dihukum untuk  memberikan  nafkah untuk  anak  tersebut  per

bulan yang diberikan melalui  Tergugat  sejak  amar putusan dijatuhkan

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai

dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan

dan kesehatan

6. Bahwa  mengingat  Tergugat  bekerja

sebagai  Anggota  xxxxx  sebagai   (PS.KANITHBAHINKANTIBMAS

SATBINMAS pada POLRES BOLMONG NRP. AIPDA/85060869 ) maka

jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

membayar nafkah mut’ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 yang

harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
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7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi

memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari 2014 sampai

dengan bulan September 2023.  Oleh karena itu Penggugat  memohon

agar  Tergugat  dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah)

sejumlah Rp 10.000.000 yang harus  dibayarkan  sebelum  Tergugat

mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat

tentang mut’ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis

Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk

menahan  Akta  Cerai  atas  nama Tergugat  sampai  dengan  Tergugat

memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mirfan Idris

Abubakar bin Marwan Abubakar) terhadap Penggugat (Yuniati Meliana

Baderan,S.Sos binti Achmad Baderan);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000;

2. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 10.000.000;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu
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untuk menyerahkan  Akta  Cerai  kepada  Tergugat  setelah  Tergugat

memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di

atas sejumlah Rp. 2.500.000 ,-  ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar

putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri  dengan

kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap

tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  peraturan

yang berlaku; 

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  untuk  memenuhi  pensyaratan  mengajukan  perceraian  dalam

status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh

izin  dari  atasan  berdasarkan  Surat  Izin  Nomor  800/BKPP-KK/355.1/VII/2023

tanggal  31  Juli  2023 yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Badan  Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Kotamobagu an. Sarida Mokoginta, S.H.;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh  karena  Tergugat  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di  persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  07/02/II/2011  Tanggal  04

Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Tondano Utara Kabupaten

Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal

dan paraf Ketua Majelis;

2. Asli Surat Daftar Gaji dan Daftar Remonerasi atas nama Tergugat,

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Tiak bermaterai,

kemudian  diberi  kode  bukti  (P.2).  Diberi  tanggal  dan  paraf  Ketua

Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  SAKSI  1,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxx  xxxxx

xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  Jl.  Abdulrahman  Rt.0  Rw.0  Lingkungan  IV

Kelurahan  Kampung  Jawa  Kecamatan  Tondano  Utara  Kabupaten

Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Kakak kandung Penggugat;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

kediaman bersama kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat

dan karuniai 1 anak yang bernama Balqis Munifah Putri Abubakar usia

9 tahun;

 Bahwa  Pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun  dan  bahagia,  namun  sekarang  tidak  rukun  dan  bahagia  lagi

mereka telah pisah tempat tinggal;  
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 Bahwa penyebabnya Saya tidak  tahu pasti,  hanya saja  setahu

Saya  Penggugat  telah  pisah  tempat  tinggal  kurang  lebih  7  tahun

lamanya;  

 Bahwa  setahu  Saya  karena  Tergugat  tidak  ada  perhatian  lagi

terhadap anak dan istrinya;  

 Bahwa  saya  tidak  penah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar,  karena  Penggugat  juga  tidak  pernah  menceritakan

keadaan rumah tangganya yang sebenarnya;  

 Bahwa Saya tau pekerjaan Tergugat adalah xxxxx, tapi Saya tidak

tahu berapa gajinya ;  

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi  2,  SAKSI  2,  umur  52  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxx,

bertempat tinggal di Jl. Abdulrahman Rt.0 Rw.0 Lingkungan IV Kelurahan

Kampung Jawa Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Kakak Ipar Penggugat;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

kediaman bersama kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat

dan karuniai 1 anak yang bernama Balqis Munifah Putri Abubakar usia

9 tahun;

 Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun  dan  bahagia,  namun  sekarang  tidak  rukun  dan  bahagia  lagi

karena sudah kurang lebih 7 tahun telah pisah tempat tinggal dan tidak

hidup bersama;  

 Bahwa  penyebabnya  karena  Tergugat  lebih  senang  bersama

dengan teman-temannya dibanding menghabiskan waktu dengan istri

dan anaknya;  

 Bahwa  Saya  tidak  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar,  karena  Penggugat  tidak  pernah  bercerita  kepada  kami

tentang keadaan rumah tangganya;  
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 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima  dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengar

tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa  dalam  menguatkan  dalil  Penggugat  berkenaan  dengan

pertengkaran  dan  perselisihan  dengan  Tergugat,  tidak  sanggup  lagi

dibuktikan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar

tetap  dapat  mempertimbangkan  dalil  tersebut  dan  untuk  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  berdasarkan  Putusan  Sela  Nomor  251/Pdt.G/2023/PA.Ktg

tanggal  19  September  2023,  Pemohon  telah  mengucapkan  sumpah

supletoir  (sumpah  pelengkap)  sebagaimana  telah  tercatat  dalam  Berita

Acara Sidang tanggal 19 September 2023, dengan rumusan: “Wallahi, demi

Allah saya bersumpah bahwa benar  dalil  Penggugat pada posita point  2

yang menerangkan sering bertengkar dengan Tergugat”;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir

sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi  sebagaimana

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI  Nomor 1 Tahun 2008 yang telah
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diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa  untuk  memenuhi  pensyaratan  mengajukan  perceraian  dalam

status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh

izin  dari  atasan  berdasarkan  Surat  Izin  Nomor  800/BKPP-KK/355.1/VII/2023

tanggal  31  Juli  2023 yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Badan  Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Kotamobagu an. Sarida Mokoginta, S.H.;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga

telah terjadi  pisah tempat  tinggal  selama kurang lebih  bulan Februari  tahun

2014  sampai  sekarang,  dan  selama  pisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban  sebagaimana

layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P.1 berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang
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sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat  telah  menikah  dengan

Tergugat 03 Februari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Penggugat,  maka  bukti  P.1 sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

terbukti  bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 03 Februari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu:  SAKSI  1  dan  SAKSI  2,  keduanya  telah  memberikan  keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah

memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175

RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu

memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas

serta  telah memenuhi  syarat materiil  sebagai  saksi  sebagaimana dimaksud

Pasal  308 ayat (1) dan (2) serta Pasal  309 RBg. yakni  saksi-saksi  tersebut

menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan

pengetahuannya,  bukan  merupakan  pendapat  dan  keterangan  saksi-saksi

tersebut  saling  bersesuaian  dengan  memperhatikan  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua

saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian oleh  karenanya dapat  diterima

sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil Penggugat berkenaan

dengan pertengkaran dan perselisihan dengan Tergugat, tidak sanggup lagi

dibuktikan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar

tetap  dapat  mempertimbangkan  dalil  tersebut  dan  untuk  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Putusan  Sela  Nomor

251/Pdt.G/2023/PA.Ktg  tanggal  19  September  2023,  Pemohon  telah

mengucapkan  sumpah  supletoir  (sumpah  pelengkap)  sebagaimana  telah

tercatat  dalam  Berita  Acara  Sidang  tanggal  19  September  2023,  dengan

rumusan: “Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa benar dalil Penggugat

pada posita point 2 yang menerangkan sering bertengkar dengan Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi serta sumpah suplitoir  Penggugat,  Majelis Hakim

telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat karuniai 1 anak yang bernama 

Balqis Munifah Putri Abubakar usia 9 tahun;

3. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat

jarang  berada  dirumah  karena  sering  berkumpul  dengan  teman-teman

Tergugat, 

4. Tergugat sudah tidak memberikan perhatian kepada Penggugat,

5. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya ketika bertengkar

dengan Penggugat, 

6. Tergugat  sering  meminta  cerai  ketika  bertengkar  sedangkan

Penggugat sedang hamil;

7. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  tinggal  bersama

sekitar bulan Februari tahun 2014;

8. Bahwa  selama  pisah,  Tergugat  sudah  tidak  menafkahi  lagi

Penggugat;

9. Bahwa Penggugat  sudah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dari

Tergugat;
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Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

keretakan ikatan batin  sebagai  suami  istri,  akibat  perselisihan hingga terjadi

pisah  tempat  tinggal  yang  sudah  berlangsung  sekitar  bulan  Februari  tahun

2014, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak

saling  mempedulikan  lagi  bahkan  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk

bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak

dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai  maksud  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya  keluarga  yang

sakinah,  mawaddah dan rahmah,  sesuai  maksud Pasal  3  Kompilasi  Hukum

Islam,  bahkan  dalam rumah tangga  seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk

itulah rumah tangga diadakan;

 Menimbang,  bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  adalah  dimaksudkan

untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan

melihat  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagaimana

tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

bukan  saja  tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena

itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang,  bahwa  Hakim  Tunggal  sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat Imam Malik seperti  dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah

Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

له                يطاق ل مما اليذاء وكان الزوج اعتراف او الزوجة ببينة القاضي لذي دعواها ثبتت فاذا

بائنة            طلقةا طلقها بينهما الصلح عن القاضي وعجز امثالهما بين العسرة دوام

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau

dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab

tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga

sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan

perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Kotamobagu adalah talak satu bain sugra,  sebagaimana maksud Pasal  119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  selain  mengajukan  gugatan  cerai,  Penggugat

dalam surat gugatannya juga mengajukan gugatan kumulasi mengenai :

1. Gugatan nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu

rupiah);

2. Gugatan mut’ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)

3. Gugatan  nafkah  madliyah  atau  nafkah  lampau terhutang  selama 108

bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  gugatan  kumulasi  diperbolehkan  sepanjang  gugatan

tersebut  ada  keterkaitan  dengan  pokok  perkara,  hal  ini  telah  sesuai  pula

dengan  Pasal  78  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan

Agama  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  oleh  Undang-undang  Nomor  50

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Majelis Hakim

akan mempertimbangkan sebgai berikut :
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1. Tentang Gugatan Nafkah Anak :

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  pula  menggugat  nafkah

untuk karuniai 1 anak yang bernama Balqis Munifah Putri Abubakar usia 9

tahun yang saat ini anak tersebut belum deawasa, sekarang ikut bersama

Penggugat dan seharusnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal

156  huruf  (d)  Kompilasi  Hukum  Islam  Tergugat  membiayai  kebutuhan

anak  tersebut  diluar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  sampai  anak

tersebut dewasa dan mandiri; 

Menimbang,  bahwa  gugatan  nafkah  ini  termasuk  perkara

contesious  sebagaimana  dimaksud  pasal  156  huruf  (e)  yang  terkait

dengan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal

156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5

Hakim Tunggal berwenang menghukum dan menentukan besaran nafkah

anak terhadap Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sesuai dengan

kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana dimaksud

dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Hakim

Tunggal  berwenang  menghukum  Tergugat   untuk  memberikan  nafkah

anak tersebut yang berada bersama Penggugat kepada Penggugat ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksi-saksi bahwa

Tergugat  adalah  seorang  anggota  xxxxx  dan  memiliki  penghasilan

sebagaimana daftar gaji dan remunirasi sebesar Rp. 8.564.700,-(Delapan

juta lima ratus enam puluh empat ribu tuju ratus  rupiah)  setiap bulan

sehingga dipandang mampu;

Menimbang,  bahwa  selain  mempertimbangkan  kemampuan

Tergugat,  Majelis  Hakim  juga  telah  mempertimbangkan  kelayakan  dan

kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan

dan papan untuk anak tersebut pada saat sekarang yang semakin tinggi; 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  menurut  Majelis  Hakim  sudah  layak  dan  patut  menghukum

Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  anak  tersebut  kepada  Penggugat

sejumlah  Rp.  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  perbulan  diluar  biaya

pendidikan  dan  kesehatan  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  mandiri

dengan  penambahan  sebesar  5  (lima)  sampai  dengan  10  (sepuluh)

persen setiap tahunnya sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka

14; 

2. Tentang Gugatan Mut’ah :

Menimbang,  bahwa perceraian  ini  atas  kehendak  suami,  maka

berdasarkan  Pasal  158  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam,  jika  terjadi

perceraian  bekas  suami  wajib  memberikan  mut’ah  (kenang-kenangan)

kepada bekas istrinya sebagaimana diperintahkan pula dalam Al-Qur’an

surat Al-Ahzab ayat 49 yang dapat diberikan baik dalam bentuk barang

maupun uang;

Menimbang,  bahwa  untuk  menghukum  Tergugat  memberikan

mut’ah  kepada  Penggugat  Majelis  Hakim  perlu  mempertimbangkan

kemampuan  Tergugat  dan  kepatutan  terlebih  dahulu  sebagaimana

dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-

saksi bahwa Tergugat adalah seorang xxxxx telah memiliki  penghasilan

sebesar Rp 8.564.700,- (Delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu

tujuh ratus   rupiah)  ditambah  masa  kerja  yang  tentunya  mengalami

kenaikan  setiap  tahunnya  dan  penghasilan-penghasilan  lain  diluar  gaji

pokoknya;

Menimbang,  bahwa  bersdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut Majelis Hakim sudah layak dan patut untuk menghukum Tergugat

memberikan  mut’ah  kepada  Penggugat  berupa  uang  sejumlah  Rp.

5.000.000 (lima juta rupiah);
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5. Tentang Gutan Nafkah Lampau :

Menimbang  bahwa,  tentang  nafkah  lampau  /  lalai  tolok  ukur

yuridisnya adalah ketentuan Pasal  80 ayat (2 dan 4) KHI yang secara

kontekstual melahirkan hak dan kewajiban pasangan suami isteri secara

timbal baik dalam arti bahwa kewajiban suami akan menjadi hak isteri dan

begitupun sebaliknya , dalam hal ini adalah nafkah;  

Allah Swt berfirman dalam al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 233

dan Surah Ath-Thalaq  ayat 6 sebagai berikut:

...
 

...

Artinya: ...dan  kewajiban  suami  memberi  makan  dan

pakaian kepada para isteri dengan cara ma'ruf...

…
 

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu

bertempat  tinggal  menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka…

Menimbang,  bahwa kewajiban  suami  untuk  menafkahi  isterinya

berlaku sejak  tamkin  sempurna,  yaitu  ketika suami  isteri  tersebut  telah

bergaul  sebagaimana layaknya suami  isteri,  atau isteri  setidak-tidaknya

telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya; 

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan

istri  sudah ada  tamkin,  namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa

saja gugur jika istri terbukti nusyuz. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi

Hukum Islam menyebutkan “kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz”;

Ketentuan  tersebut  berlaku  pula  selama  istri  yang  dijatuhi  talak  raj’i

menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam  Pasal 149 huruf b

dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan durhaka atau

nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti

menolak  bersenang-senang  (tamattu’/enjoyment),  yang  salah  satunya

dapat  terjadi  apabila  isteri  menolak  tinggal  bersama  suaminya  tanpa

alasan yang menurut hukum bisa diterima/dibenarkan;

Menimbang  bahwa,  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka

dapat  disimpulkan  bahwa  Penggugat  tergolong  isteri  yang  berhak

mengajukan gugatan terkait semua kewajiban yang di abaikan oleh suami

yang  akan  menceraikannya  apa  lagi  selama  dalam  persidangan  tidak

terdapat fakta yang menyebabkan hak-haknya itu gugur; 

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang dilalaikan

oleh  Tergugat  selama  108  bulan  totalnya  sejumlah  Rp.  10.000.000

(sepuluh juta rupiah);

Menimbang,  bahwa  nafkah  lampau  kepada  isteri  merupakan

kewajiban  suami  dan  selama kewajiban  dimaksud  belum dilaksanakan

maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada

isterinya. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama serta  ibarat  Dalil  Kitab  ‘Ianatut

Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil  alih menjadi  pendapat Hakim

Tunggal dalam putusan ini, yaitu:

لنها             عليه لها دين المدة تلك من مضى ما لجميع الكسوة أو فالنفقة

ذمته    فى ذلك استحق

Artinya :  Nafkah dan pakaian isteri  yang belum ditunaikan oleh

suami  pada  masa  lampau  merupakan  hutang  suami  yang  harus

dibayarkan kepada isterinya;

Menimbang,  bahwa  akan  tetapi  kewajiban  dimaksud  harus

disesuaikan  dengan  kemampuan  suami  yang  dalam  hal  ini  bekerja

sebagai xxxxx dengan penghasilan sebagaimana bukti P.2 paling banyak
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sejumlah Rp. 8.564.700,-(Delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu

tuju ratus  rupiah) setiap bulannya;

Menimbang,  bahwa  dengan  melihat  penghasilan  Tergugat

sebagaimana  telah  diterangkan  oleh  saksi-saksi,  maka  gugatan

Penggugat  sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dipandang cukup oleh

sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa demi memenuhi rasa

keadilan,  wajar  bilamana  Tergugat  dihukum  untuk  memberikan  nafkah

lampau kepada Penggugat  selama 108 bulan sejumlah Rp 10.000.000

(sepuluh juta rupiah);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menghukum  kepada  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat berupa :

a. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

b. Nafkah madiyah/terhutang selama 108 bulan kepada Penggugat

sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

5. Menghukum  Tergugat untuk  memberikan  nafkah  anak  sejumlah  Rp

2.000.000 (dua juta  rupiah) setiap bulan kepada  Penggugat sampai anak

tersebut  dewasa/mandiri  diluar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  dengan
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kenaikan  sebesar  5  (lima)  sampai  dengan  10  (sepuluh)  persen  setiap

tahunnya;

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  persidangan  Majelis  Hakim Pengadilan

Agama  Kotamobagu  pada  hari  Senin,  tanggal  25  September  2023  M.

bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 oleh Fahri Saifuddin, S.H.I, M.H.

sebagai  Ketua  Majelis,  Kaharudin  Anwar,  S.H.I.,  M.H.  dan Hj.  Sri  Rahayu

Damopolii,  S.Ag,  M.H,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota  H.  oleh

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.  Putusan tersebut diucapkan pada hari  Selasa,

tanggal 26 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445

oleh  Kaharudin  Anwar,  S.H.I.,  M.H. sebagai  hakim  tunggal  dalam  sidang

terbuka  untuk  umum oleh  Hakim  Tunggal  tersebut  dengan  didampingi  oleh

Misra  Madjid,  S.H.I  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
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5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6 Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 545.000,00
       (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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